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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Bahwa perlindungan hak anak sebagai korban dalam bantuan hukum 

ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak  dimana selama 

dalam tahap pemeriksaan sampai tahap proses persidangan, maka anak 

tersebut harus mendapat bantuan hukum dan harus didampingi oleh 

penasehat hukum/advokat. Peneliti menilai bahwa bantuan hukum 

menjadi suatu kewajiban yang diberikan dari negara untuk anak 

terutama mereka yang menjadi korban sebuah tindak pidana. Anak-

anak memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi, seperti hak 

untuk didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, wali atau orang tua 

asuhnya pada saat pemeriksaan berlangsung. Hak dan kewajiban pada 

anak tetaplah berbeda dengan hak dan kewajiban orang dewasa. Anak 

lebih harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan yang khusus. 

Karena itu, bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat 

dalam perkara pidana, terutama hak pemberian bantuan hukum, 

dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan. Hasil penelitian 

menunjukan, bahwa perlindungan hak anak sebagai korban dalam 

bantuan hukum ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak pada 
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kenyataannya dilapangan  bahwa perlindungan hak anak sebagai 

korban tidak berjalan sebagaimana yang di amanatkan oleh undang-

undang, hal ini dapat dilihat bahwa anak didampingi ketika anak sudah 

memasuki tahap persidangan. Seharusnya anak yang kapasitasnya 

sebagai korban harus didampingi sejak memasuki tahap awal 

pemeriksaan. 

2. Hambatan dalam perlindungan hak anak sebagai korban dalam  

bantuan hukum di wilayah Hukum Bone Bolango tidak lain adalah 

persoalan advokat. Advokat dalam memberikan perlindungan terhadap 

hak-hak anak sebagai korban tindak pidana memiliki peran yang 

strategis dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang 

sedang berkonflik dengan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya 

pemberian bantuan hukum atau pendampingan oleh advokat tidak 

diberikan pada kepolisian sebagai gerbang awal pemeriksaan. Advokat 

selama tahap pemeriksaan di kepolisian ternyata sering mendampingi 

anak yang kapasitasnya sebagai pelaku, sedangkan untuk anak sebagai 

korban hanya didampingi oleh orang tua dan dinas sosial. Hal ini 

disebabkan tidak adanya penunjukan/permohonan dari pihak 

kepolisian untuk pendampingan anak sebagai korban, karena penyidik 

hanya mengacu pada undang-undang sistem peradilan pidana anak. 

Dengan alasan ini, advokat menjadi tidak dapat bekerja dengan 

maksimal karena tidak mungkin advokat memberikan bantuan hukum 

apabila tidak ada permohonan untuk pendampingan, selain itu advokat 
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juga tidak punya cukup waktu untuk mencari informasi dan bukti-bukti 

yang memberatkan tersangka untuk kepentingan pembelaannya ketika 

advokat mendampingi anak korban sudah pada tahap persidangan, oleh 

karena itu wajib bagi penegak hukum untuk untuk memberikan 

bantuan hukum terhadap anak secara efektif dan efisien. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan 

beberapa saran dan masukan, diantaranya adalah: 

1. Diharapkan adanya peningkatan pelayanan di Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak khususnya terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum yang membutuhkan bantuan hukum. 

2. Peningkatan jaringan kerjasama dengan instansi-instansi terkait 

terutama dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan 

hukum. 
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